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	ABSTRAK 
Paradigma hukum pidana Indonesia mengalami transformasi mendasar seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana nasional yang semula berorientasi pada pembalasan kini bergeser menuju paradigma pemidanaan yang humanistik dan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi paradigma baru hukum pidana dalam KUHP 2023, interaksinya dengan praktik pemidanaan berbasis kearifan lokal di berbagai daerah, serta arah penegakan hukum agar mampu menginternalisasi paradigma baru tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis konseptual, perundang-undangan, dan komparatif terhadap hukum adat dan praktik pemidanaan di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma baru hukum pidana menempatkan pemidanaan sebagai sarana pembinaan, pemulihan, dan pendidikan moral, bukan pembalasan. Namun dalam praktik, sebagian besar masyarakat adat seperti Minangkabau, Bali, Maluku, Aceh, Dayak, dan Papua masih menerapkan pemidanaan dengan corak retributif-komunal yang menitikberatkan pada pemulihan martabat dan keseimbangan sosial melalui penderitaan pelaku. Ketegangan nilai antara paradigma nasional dan lokal memerlukan pendekatan integratif yang mengharmoniskan hukum negara dengan hukum yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia perlu diarahkan melalui pembinaan normatif, profesional, dan kultural agar paradigma baru pemidanaan dapat diterima dan diwujudkan secara berkeadilan dan berperikemanusiaan.
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Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum nasional Indonesia. Untuk pertama kalinya, bangsa Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana yang sepenuhnya disusun berdasarkan falsafah, nilai, dan kebutuhan hukum nasional. KUHP baru ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pembaruan teknis atas warisan kolonial Wetboek van Strafrecht, tetapi juga sebagai manifestasi dari pergeseran paradigma hukum pidana — dari yang semula berorientasi pada pembalasan (retributif) menjadi pemulihan, pendidikan, dan kemanusiaan (restoratif dan humanistik) (Muladi, 2021; Arief, 2023).

Paradigma baru tersebut secara normatif tampak jelas dalam Tujuan Pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum KUHP 2023, yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan untuk memelihara ketertiban, memperbaiki pelaku, dan memulihkan keseimbangan masyarakat. Prinsip humanisasi ini sejalan dengan pandangan R Ramdin (2025) bahwa kebijakan pidana semestinya tidak hanya berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi juga mengedepankan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, KUHP baru mengandung semangat keadilan korektif dan restoratif — menempatkan pidana bukan sebagai alat balas dendam negara, melainkan sarana pembentukan perilaku dan kesadaran hukum masyarakat.

Namun, dalam konteks sosial-kultural Indonesia, perubahan paradigma ini tidak berjalan secara otomatis. Hukum positif senantiasa berhadapan dengan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat — suatu kenyataan yang diakui secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP 2023, yang menyebutkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar hukum pidana sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan Pancasila. Pengakuan living law dalam KUHP 2023 (Pasal 2), ditambah mandat Pasal 5(1) UU 48/2009 agar hakim menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, menunjukkan karakter pluralistik sistem hukum Indonesia, di mana hukum adat—beserta nilai agama dan moral yang hidup—dianggap relevan dalam penentuan rasa keadilan (lihat juga pernyataan eksplisit bahwa hukum adat mencerminkan/ memberi rasa keadilan pada masyarakat)

Dalam banyak komunitas adat, praktik pemidanaan tradisional masih menekankan konsep keadilan pembalasan sebagai sarana pemulihan kehormatan dan keseimbangan moral. Misalnya, dalam hukum adat Minangkabau, pelaku pelanggaran adat sering dikenai sanksi sosial seperti pengucilan (diusir dari nagari) atau kewajiban menyerahkan harta benda sebagai penebusan. Di Bali, melalui sistem perarem desa adat, pelaku perbuatan tercela diwajibkan melakukan upacara penyucian untuk mengembalikan keharmonisan kosmis. Sementara di Maluku, pelanggaran terhadap hukum sasi dapat dikenai denda adat atau ritual adat tertentu untuk menebus kesalahan. Semua bentuk sanksi tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat adat, keadilan dicapai ketika pelaku “menderita” demi memulihkan martabat komunitas (Atmanegara, 2025).

Paradigma ini berbeda secara mendasar dengan orientasi KUHP 2023 yang menempatkan keadilan dalam kerangka pemulihan hubungan sosial dan pembinaan pelaku. Pergeseran ini menimbulkan ketegangan konseptual dan kultural, karena hukum pidana nasional berupaya mengedepankan nilai kemanusiaan universal, sementara sistem hukum adat masih berakar pada pandangan retributif-komunal. Dalam praktik, dikotomi ini juga terlihat dalam respon masyarakat terhadap kasus-kasus pidana di ruang publik: di satu sisi, muncul desakan untuk menghukum seberat-beratnya pelaku kejahatan sebagai bentuk pembalasan kolektif (public revenge mentality); di sisi lain, terdapat fenomena empati sosial terhadap pelaku, seperti dalam kasus Nenek Minah diproses karena memetik 3 biji kakao di Banyumas (2009), atau Ayah mencuri demi biaya pengobatan anak (Pekanbaru, 2025).

Fenomena-fenomena tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia sedang berada di persimpangan paradigma keadilan: antara hukum sebagai sarana pembalasan dan hukum sebagai sarana pembelajaran moral. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran paradigma pidana dalam KUHP 2023 bukan hanya perubahan normatif, melainkan juga proyek kultural dan edukatif untuk membentuk kesadaran hukum baru — baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat luas.

Tantangan utama terletak pada penegakan hukum. Banyak aparat masih bekerja dalam kerangka berpikir lama yang retributif: keberhasilan penegakan hukum diukur dari beratnya hukuman, bukan dari tercapainya keadilan sosial. Padahal, paradigma baru menuntut perubahan pola pikir penegak hukum agar mampu menempatkan pidana sebagai sarana rehabilitasi, bukan sekadar pembalasan. Sebagaimana ditegaskan oleh Topo Santoso (2022), keberhasilan reformasi pidana bergantung pada kemampuan penegak hukum memahami nilai dasar hukum pidana baru dan menerapkannya secara konsisten dalam praktik penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan.

Dengan demikian, permasalahan utama yang dikaji dalam tulisan ini meliputi tiga hal pokok:
1. Bagaimana konsep dan karakter paradigma hukum pidana baru sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023;
2. Bagaimana paradigma baru tersebut berinteraksi dengan praktik pemidanaan berbasis local wisdom dalam hukum adat di berbagai daerah di Indonesia; dan
3. Bagaimana upaya penegakan hukum dapat diarahkan untuk menerima dan menerapkan paradigma baru pemidanaan yang bersifat humanistik dan restoratif di tengah masyarakat yang masih berpandangan retributif.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan analisis normatif dan refleksi filosofis terhadap dinamika penerapan paradigma hukum pidana baru dalam sistem hukum nasional yang plural, serta menawarkan arah pembaruan kesadaran hukum bagi aparat dan masyarakat. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana reformasi hukum pidana nasional dengan mengaitkan norma positif KUHP 2023 dengan nilai-nilai lokal dan realitas sosial hukum Indonesia. Sementara secara praktis, tulisan ini diharapkan menjadi kontribusi bagi upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan, sesuai dengan amanat Pancasila dan tujuan negara hukum yang memuliakan manusia.


Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menelaah norma hukum positif dan asas hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kajian difokuskan pada analisis terhadap substansi paradigma pemidanaan baru serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian ini juga membandingkan paradigma hukum pidana nasional dengan praktik pemidanaan berbasis kearifan lokal di beberapa daerah. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui interpretasi sistematis, historis, dan teleologis untuk merumuskan konstruksi penegakan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.


Hasil dan Pembahasan

1. Paradigma Baru dalam KUHP 2023
Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan puncak dari perjalanan panjang reformasi hukum pidana nasional yang telah diupayakan sejak 1960-an. KUHP baru ini tidak hanya menggantikan warisan kolonial Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS), tetapi juga menjadi simbol kemandirian ideologis dan filosofis bangsa Indonesia dalam membangun sistem hukum pidana yang berkepribadian nasional (Muladi, 2021).

Paradigma baru dalam KUHP 2023 berakar pada perubahan mendasar terhadap tujuan pemidanaan. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa pidana tidak lagi dimaknai sebagai pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan, melainkan sebagai alat untuk memperbaiki perilaku, memulihkan keseimbangan sosial, dan melindungi masyarakat. Dengan demikian, orientasi KUHP baru bergeser dari paradigma retributif ke arah restoratif-humanistik, di mana keadilan tidak hanya berpihak kepada korban, tetapi juga memperhatikan hak asasi pelaku sebagai manusia.

Barda Nawawi Arief (2023) menjelaskan bahwa paradigma baru hukum pidana nasional dibangun atas tiga pilar nilai utama: keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan. Ketiganya merefleksikan ajaran Gustav Radbruch yang menempatkan hukum tidak sekadar sebagai alat kepastian, melainkan juga sebagai sarana keadilan substantif. Dalam konteks ini, KUHP baru tidak lagi menempatkan pidana sebagai instrumen pembalasan (punishment as retribution), tetapi sebagai sarana pendidikan moral dan sosial (punishment as moral re-education).

Beberapa ketentuan dalam KUHP 2023 menunjukkan arah baru tersebut, antara lain:
1. Pasal 2 ayat (1) yang mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai sumber hukum pidana, sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi. Pengakuan ini merupakan bentuk pluralisme hukum pidana yang membuka ruang bagi nilai adat dan budaya lokal dalam sistem hukum nasional (Siregar, 2024).
2. Pasal 54 yang menegaskan bahwa pidana bertujuan bukan hanya untuk menjatuhkan penderitaan, melainkan juga untuk memperbaiki pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.
3. Pasal 79 dan 82, yang mengatur pidana bersyarat dan pidana kerja sosial, sebagai bentuk alternatif sentencing yang menonjolkan nilai rehabilitasi dan tanggung jawab sosial.
4. Pasal 141-144, yang membuka ruang bagi penyelesaian perkara dengan mekanisme keadilan restoratif, terutama pada tindak pidana ringan atau delik yang bersifat pribadi.

Perubahan-perubahan normatif tersebut menandai munculnya paradigma keadilan korektif dan restoratif (corrective and restorative justice paradigm), di mana tujuan akhir pemidanaan adalah pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan pembalasan sepihak. Paradigma ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan yang adil serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dari perspektif teoritik, KUHP 2023 mengadopsi pandangan neo-klasik dalam hukum pidana, yaitu perpaduan antara teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (pencegahan) yang disintesiskan dalam bentuk teori gabungan modern (integratif). Dalam teori ini, pemidanaan tetap mengandung unsur pembalasan moral terhadap pelaku, namun dengan tujuan akhir pemulihan tatanan sosial dan rehabilitasi perilaku (Situmorang, 2023). Dengan demikian, paradigma baru hukum pidana Indonesia menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum, bukan sekadar objek penghukuman negara.

Selain itu, KUHP baru juga menegaskan fungsi hukum pidana sebagai sarana kontrol sosial yang mendidik, bukan menakut-nakuti. Hal ini terlihat dalam penekanan terhadap ultimum remedium principle, yaitu bahwa pidana seharusnya menjadi jalan terakhir setelah sarana hukum lain tidak lagi efektif. Pendekatan ini menunjukkan perubahan cara pandang negara terhadap warganya — dari objek pengendalian menuju mitra dalam pembentukan kesadaran hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, paradigma baru ini menuntut transformasi pola pikir aparat penegak hukum. Keberhasilan reformasi hukum pidana tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang diproses atau beratnya hukuman yang dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana proses hukum tersebut menciptakan keadilan substantif, memulihkan korban, dan memperbaiki pelaku. Sebagaimana diingatkan Topo Santoso (2022), penerapan keadilan restoratif hanya dapat berjalan apabila seluruh komponen sistem peradilan pidana — polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan — memahami filosofi dasar paradigma baru dan menerapkannya secara konsisten.

Dengan demikian, paradigma baru hukum pidana dalam KUHP 2023 mencerminkan reorientasi besar hukum pidana Indonesia menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berkepribadian nasional. Namun, sebagaimana akan dibahas pada bagian berikutnya, penerapan paradigma ini masih menghadapi tantangan besar ketika berhadapan dengan praktik pemidanaan berbasis kearifan lokal (local wisdom) yang dalam banyak hal masih memegang teguh paradigma lama: keadilan sebagai pembalasan.


2. Praktik Pemidanaan dan Local Wisdom di Daerah
Meskipun paradigma hukum pidana dalam KUHP 2023 telah bertransformasi menuju pendekatan humanistik dan restoratif, penerapannya dalam konteks sosial Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum pluralistik, di mana hukum nasional hidup berdampingan dengan hukum adat, hukum agama, dan kebiasaan sosial yang telah mengakar. Dalam konteks pemidanaan, nilai-nilai lokal (local wisdom) sering kali masih didasarkan pada konsep keadilan komunal dan pembalasan moral, yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan martabat komunitas (Simarmata, 2021).

Praktik pemidanaan adat di Indonesia menunjukkan spektrum yang luas, mulai dari paradigma yang bersifat retributif hingga yang lebih restoratif dan humanistik. Pada ujung pertama spektrum terlihat sistem pemidanaan yang menekankan pembalasan dan penjeraan moral. Hal ini tampak di Aceh dan Minangkabau. Di Aceh, melalui Qanun Jinayat, pemidanaan diwujudkan dalam bentuk uqubat cambuk di depan umum, ta’zir berupa pembinaan sosial, serta hudud bagi pelanggaran berat. Hukuman cambuk tidak hanya merupakan bentuk pembalasan, tetapi juga sarana pendidikan moral dan sosial dengan menonjolkan unsur penjeraan yang bersifat religius (Rahardjo, 2020). Sementara itu, di Minangkabau, pelanggaran adat tidak hanya dipandang sebagai kesalahan individu terhadap negara, tetapi juga terhadap kaum dan nagari. Sanksi sosial berupa pengucilan dari nagari atau penebusan dengan harta benda diterapkan untuk memulihkan kehormatan kolektif. Dalam konteks ini, keadilan dipahami melalui penderitaan pelaku sebagai cara mengembalikan keseimbangan moral masyarakat (Atmanegara, Hairi, & Rahman, 2025).
Berbeda dengan itu, beberapa daerah lain memperlihatkan pergeseran menuju paradigma campuran antara pembalasan dan pemulihan sosial. Di Bugis-Makassar, prinsip siri’ na pacce menekankan pemidanaan kehormatan. Sanksi berupa public shaming atau denda siri’ bertujuan memulihkan harga diri pelaku dan kehormatan keluarga korban, bukan semata menyakiti (Rahardjo, 2020). Di Kalimantan, masyarakat Dayak mengenal Hukum Adat Pali yang memuat sanksi denda adat berupa babi, gong, atau kain tenun disertai ritual besentak untuk menetralisir pelanggaran. Sanksi ini bersifat sakral dan komunal karena dianggap memulihkan ketidakseimbangan kosmis akibat perbuatan pelaku (Simarmata, 2021). Masyarakat Toraja juga menegakkan sanksi adat yang berorientasi pada pemulihan kehormatan dan keseimbangan spiritual. Pelaku diwajibkan menyerahkan kerbau atau harta, melakukan ritual tolak bala (ma’bua’), dan mengaku salah di depan komunitas sebagai bentuk rekonsiliasi moral (Suhartono, 2022).
Sementara itu, sistem sasi di Maluku menampilkan bentuk keadilan yang berorientasi ekologis dan sosial. Pelanggaran terhadap sasi dikenai denda adat atau larangan sosial, disertai ritual permintaan maaf di depan komunitas. Prinsip utamanya bukan menghukum pelaku, tetapi memulihkan harmoni antara manusia dan alam. Paradigma seperti ini menunjukkan orientasi pemulihan hubungan sosial, meskipun tetap menyisakan unsur pembalasan moral (Rahardjo, 2020).
Daerah-daerah seperti Bali, Papua, dan Lombok memperlihatkan pendekatan yang lebih restoratif dan humanistik. Di Bali, sanksi adat sering berbentuk ritual penyucian (prayascitta) dan perdamaian antara pelaku dan korban melalui lembaga desa pakraman. Tindakan ini bertujuan mengembalikan keseimbangan spiritual dan sosial, serta mencerminkan semangat keadilan korektif sebagaimana diatur dalam KUHP 2023 (Suhartono, 2022). Di Papua, penyelesaian perkara dilakukan secara komunal melalui denda adat dan ritual perdamaian antar klan. Pelaku dan keluarga korban bertemu dalam upacara adat untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu, bukan untuk menghukum. Sistem ini memperlihatkan paradigma hukum adat yang rekonsiliatif dan sangat dekat dengan nilai-nilai keadilan restoratif (Simarmata, 2021).
Di Lombok, masyarakat Sasak mengenal awik-awik, yaitu peraturan adat desa yang memungkinkan pelaku menjalani kerja sosial, membayar denda ringan, atau melakukan pembersihan tempat umum sebagai bentuk tanggung jawab moral. Pendekatan ini menonjolkan aspek pendidikan dan reintegrasi sosial dibanding penghukuman fisik. Dalam beberapa kasus, aparat kepolisian bahkan memfasilitasi penyelesaian melalui mekanisme adat sebelum perkara naik ke pengadilan, sehingga menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat (Hartati, 2022).
Di wilayah perkotaan, wajah keadilan sosial memperlihatkan dinamika ganda. Di satu sisi, opini publik dalam kasus-kasus kekerasan, korupsi, atau kejahatan berat masih mencerminkan orientasi retributif: masyarakat menuntut hukuman seberat-beratnya demi kepuasan moral kolektif. Fenomena trial by society di media sosial menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memaknai keadilan sebagai penderitaan bagi pelaku. Namun, di sisi lain, mulai muncul pula kesadaran sosial yang lebih empatik, seperti terlihat dalam kasus ibu di Lombok yang mencuri beras karena kemiskinan. Publik justru menggalang dana untuk membantu pelaku dan menuntut pembebasan, menandakan berkembangnya kesadaran hukum baru yang menempatkan keadilan dalam bingkai kemanusiaan dan solidaritas sosial (Hartati, 2022).
Dari spektrum tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia sedang berada di antara dua paradigma besar: paradigma pembalasan yang masih kuat dalam budaya hukum adat dan persepsi publik, serta paradigma pemulihan yang diusung oleh KUHP 2023. Ketegangan ini menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak hanya persoalan teks normatif, tetapi juga transformasi kultural dan kesadaran sosial. Paradigma lama berakar pada nilai-nilai moral komunal yang memulihkan martabat melalui penderitaan, sementara paradigma baru menekankan keadilan substantif yang memulihkan manusia melalui rehabilitasi dan pendidikan.
Namun, kedua paradigma ini sebenarnya memiliki titik temu. Keduanya berangkat dari tujuan yang sama, yaitu menciptakan harmoni sosial dan menegakkan keadilan substantif. KUHP 2023, melalui pengakuan terhadap living law dalam Pasal 2 ayat (1), membuka ruang dialog antara hukum nasional dan hukum adat, sehingga nilai-nilai lokal yang bersifat konstruktif dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak seharusnya menegasikan nilai-nilai lokal, melainkan menjadikannya sebagai fondasi moral bagi pelaksanaan keadilan yang lebih manusiawi. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana Indonesia bukanlah upaya menggantikan nilai lama dengan yang baru, melainkan menyinergikan keduanya menjadi sistem pemidanaan yang plural, berkeadilan sosial, dan berjiwa kemanusiaan (Arief, 2023; Muladi, 2021; Santoso, 2022).
C. Ketegangan dan Integrasi Paradigma Hukum Pidana: Nasional dan Lokal
Penerapan paradigma hukum pidana nasional yang humanistik dan restoratif sebagaimana diatur dalam KUHP 2023 menghadapi kenyataan bahwa hukum di Indonesia tidak hidup dalam ruang tunggal. Secara sosiologis, hukum pidana positif berinteraksi dengan hukum adat, hukum agama, dan nilai-nilai sosial yang telah berakar dalam masyarakat. Interaksi tersebut tidak jarang menimbulkan ketegangan paradigmatik antara orientasi restoratif-humanistik dalam hukum nasional dan retributif-komunal dalam hukum adat.

Barda Nawawi Arief (2023) menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional harus memperhatikan social philosophy of law atau filsafat sosial hukum Indonesia — yakni keselarasan antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup. KUHP baru telah membuka ruang melalui Pasal 2 ayat (1) yang mengakui living law, tetapi pengakuan ini bersyarat: hukum adat hanya berlaku bila sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Artinya, negara tidak menolak keberadaan hukum adat, tetapi menegaskan perlunya integrasi nilai lokal dalam kerangka nasional yang berperikemanusiaan.

Namun, secara praksis, masih terdapat ketegangan epistemik antara dua sistem hukum ini. Di satu sisi, masyarakat adat melihat keadilan sebagai pemulihan martabat komunitas melalui penderitaan pelaku (pola retributif). Di sisi lain, KUHP baru mengarahkan keadilan pada rehabilitasi pelaku dan rekonsiliasi sosial (pola restoratif). Ketegangan ini paling jelas terlihat pada kasus-kasus pidana yang ditangani ganda — misalnya diselesaikan secara adat terlebih dahulu, kemudian tetap diproses secara hukum positif. Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional belum sepenuhnya diterima secara substantif di tingkat kultural.

1. Ketegangan Paradigma dalam Praktik Penegakan Hukum
Dalam praktik, aparat penegak hukum sering mengalami dilema: antara menghormati mekanisme penyelesaian adat (yang dianggap lebih damai) dan menegakkan KUHP baru (yang menuntut kepastian hukum). Misalnya, dalam kasus kekerasan ringan atau pencurian kecil di Papua dan Dayak, masyarakat cenderung menyelesaikan melalui denda adat dan ritual perdamaian. Namun, bagi aparat penegak hukum, langkah ini tidak selalu dianggap final, karena proses hukum formal tetap harus berjalan.

Dari sisi hukum nasional, paradigma baru pidana justru sejalan dengan praktik lokal yang berorientasi pemulihan — seperti mediasi adat, denda moral, atau penyucian spiritual. Tetapi, karena belum ada pedoman hukum yang jelas mengenai mekanisme integrasi penyelesaian adat dengan sistem peradilan formal, potensi tumpang-tindih masih sering terjadi (Suhartono, 2022).
Selain itu, dalam konteks hukum positif, masyarakat adat sering menghadapi stigma sosial ketika sistem hukum mereka dianggap “tidak modern” atau “tidak memenuhi asas legalitas”. Padahal, hukum adat mengandung nilai-nilai keadilan yang bersifat living justice — keadilan yang tumbuh dari realitas sosial dan spiritual masyarakat (Rahardjo, 2020). KUHP 2023, dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup, sebenarnya telah memberi dasar konstitusional untuk mengharmoniskan keduanya.

2. Upaya Integrasi dan Harmonisasi Paradigma
Upaya integrasi antara hukum pidana nasional dan hukum adat perlu ditempuh melalui dua jalur:
a. Jalur normatif-institusional, yaitu pembentukan peraturan pelaksana dan pedoman teknis yang mengatur bagaimana living law dapat diakui dan dijalankan dalam proses penegakan hukum. Misalnya, pengaturan tentang diversi adat dalam kasus ringan, atau pengakuan denda adat sebagai bentuk penyelesaian sah yang diakui negara.
b. Jalur kultural-edukatif, yaitu membangun kesadaran di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat adat bahwa paradigma baru pidana bukan ancaman terhadap nilai lokal, melainkan evolusi nilai keadilan agar lebih manusiawi dan universal.

Transformasi ini membutuhkan pendekatan pembelajaran hukum (legal education) yang tidak hanya menekankan norma positif, tetapi juga nilai sosial dan moral yang hidup. Aparat penegak hukum perlu dibekali pendidikan kesadaran pluralisme hukum, sementara masyarakat perlu memperoleh literasi hukum tentang keadilan restoratif agar tidak lagi menganggap pidana semata sebagai pembalasan.

3. Menuju Paradigma Integratif

Arah ke depan, paradigma hukum pidana Indonesia seharusnya tidak menempatkan hukum nasional dan hukum adat sebagai dua kutub yang saling bertentangan, tetapi sebagai dua sumber legitimasi keadilan yang dapat saling memperkaya. Hukum adat menyumbangkan dimensi moral, sosial, dan spiritual; sedangkan hukum nasional menyediakan struktur, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia. Sinergi keduanya akan menghasilkan model pemidanaan integratif: pemidanaan yang tidak kehilangan nilai kemanusiaan, namun tetap berada dalam koridor hukum nasional.

Dalam konteks ini, KUHP 2023 dapat dibaca bukan sebagai sekadar dokumen hukum positif, tetapi sebagai kontrak moral bangsa untuk membangun sistem hukum pidana yang mendidik, memulihkan, dan berkeadilan. Paradigma baru yang dibawanya adalah ajakan untuk menyeimbangkan antara “hukum yang hidup” dan “hukum yang ditulis”, antara kearifan lokal dan nilai universal, antara pembalasan dan pemulihan. Dengan demikian, Indonesia bergerak menuju hukum pidana yang plural, berkeadilan sosial, dan berjiwa kemanusiaan yang luhur.


Kesimpulan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai babak baru dalam perjalanan hukum pidana Indonesia. Melalui undang-undang ini, negara berupaya merekonstruksi orientasi pemidanaan dari paradigma lama yang menitikberatkan pada pembalasan (retributif) menuju paradigma baru yang mengedepankan kemanusiaan, pemulihan, dan pendidikan moral (restoratif-humanistik). Perubahan ini bukan sekadar revisi normatif, melainkan transformasi filosofis terhadap cara pandang bangsa mengenai makna keadilan dan fungsi pemidanaan.

Paradigma baru KUHP berorientasi pada pembentukan kesadaran hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Tujuan pidana tidak lagi sebatas menimbulkan penderitaan bagi pelaku, melainkan menumbuhkan tanggung jawab, memulihkan korban, dan memulihkan harmoni sosial. Prinsip living law yang diakui dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP menjadi landasan bagi terwujudnya sistem hukum pidana yang pluralistik dan kontekstual, selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan realitas sosial Indonesia.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemidanaan adat di berbagai daerah masih berlandaskan paradigma lama, yaitu keadilan sebagai pembalasan moral dan pemulihan martabat komunitas. Semua praktik tersebut menunjukkan bahwa paradigma retributif-komunal masih kuat, meskipun mengandung unsur restoratif.

Kondisi ini menimbulkan ketegangan nilai antara hukum pidana nasional yang berorientasi humanistik dan hukum adat yang berorientasi moral-komunal. Namun ketegangan ini tidak semestinya dipahami sebagai pertentangan, melainkan sebagai dialektika hukum yang memperkaya. KUHP 2023 telah memberi ruang untuk integrasi melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat, dengan syarat nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, upaya penegakan hukum ke depan harus diarahkan untuk menginternalisasi paradigma baru pemidanaan dengan tiga strategi utama:
1. Normatif-institusional, melalui penyusunan peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme integrasi penyelesaian adat dengan hukum pidana nasional;
2. Struktural-profesional, melalui pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum agar memahami substansi keadilan restoratif dan pluralisme hukum; dan
3. Kultural-edukatif, melalui pembinaan kesadaran hukum masyarakat agar nilai-nilai keadilan yang hidup dapat bertransformasi menuju keadilan yang memulihkan dan mendidik.

Dengan demikian, paradigma baru hukum pidana Indonesia merupakan sintesis antara nilai nasional dan lokal, antara keadilan legal dan keadilan sosial. KUHP 2023 bukan sekadar kodifikasi baru, tetapi sebuah proyek kebudayaan hukum yang menempatkan manusia sebagai pusat keadilan. Hukum pidana tidak lagi sekadar menghukum, melainkan mendidik, memulihkan, dan memanusiakan — inilah wajah baru keadilan Indonesia yang berakar pada nilai lokal, namun berorientasi universal.
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